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Menyoal Data Investasi 

Bagian 1 - Alamat Itu Ternyata Bodong

 
Ruas jalan di kawasan Jalan Johar, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, sangatlah pendek. Hanya butuh 5 menit hingga 10 menit berjalan kaki untuk menyusuri seluruh ruas jalan. 

Namun tidak mudah mencari keberadaan PT Karawang Ekawana Sukses, yang berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berencana menginvestasikan dana senilai Rp17,13 triliun. 

Dalam data BKPM, Karawang Ekawana Sukses disebutkan beralamat di Jalan Johar No. 10 D-F, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak ada gedung atau bangunan di kawasan Jalan Johar yang memiliki nomor 10 D-F. Yang ada hanya gedung empat lantai bernomor 10, bernama Gedung Jaya Teknik. 

"Alamatnya memang benar Mbak. Kalau nomor 10, memang ini gedungnya. Tapi tidak ada nama perusahaan itu [Karawang Ekawana Sukses] di gedung ini," ujar Ade Firmansyah, petugas keamanan yang bertugas di gedung itu pada Minggu siang, 18 November lalu. 

Mungkin karena iba dengan wajah saya yang kebingungan-saat itu saya berperan sebagai calon karyawan yang mendapatkan panggilan wawancara untuk keesokan harinya-Ade meminta bantuan rekannya sesama petugas keamanan di gedung tersebut. 
Akan tetapi, petugas keamanan lainnya juga memberikan jawaban sama dengan Ade. Seluruh gedung empat lantai itu ditempati oleh PT Jaya Teknik Indonesia. 

Berdasarkan data BKPM, Karawang Ekawana Sukses akan menginvestasikan dana Rp17,13 triliun untuk memproduksi 2 juta ton bubur kertas (pulp), 186.250 ton natrium hidroksida, 133.475 ton klorin, 185.250 ton asam klorin, dan 18.500 ton sulfur dioksida. 

Masih menurut data yang sama, proyek tersebut rencananya akan dijalankan di Pontianak, Kalimantan Barat, serta akan menyerap tenaga kerja sebanyak 15.120 orang. 

Ini investasi yang hanya dapat dilakukan perusahaan berskala besar. Lantas, di mana perusahaan besar itu sebenarnya berada? Apakah kesalahan ada pada data yang saya punya? 

Tidak Untuk Publik 

Data resmi yang dirilis BKPM hampir setiap bulan berupa kumpulan atau total investasi dari pemodal lokal (PMDN) dan asing (PMA). Rinciannya berupa data alokasi realisasi dan rencana investasi ke setiap sektor industri dan daerah-daerah yang menjadi tujuan investasi. 

"Kami tidak pernah publikasikan data itu [daftar perusahaan yang berencana berinvestasi]. Itu kan masih rencana. Zaman dulu memang pernah [dipublikasi], tapi setelah ada komplain dari pihak perusahaan karena ditelponin [dihubungi] berbagai pihak, data itu tidak dipublikasi," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Informasi BKPM Tamba P. Hutapea, saat saya datangi kantornya pada 3 September lalu. 

Kepadanya saya perlihatkan data sekunder yang saya miliki, yang saya kutip dari Laporan Bisnis Indochemical dan Indocommercial PT Capricorn Indonesia Consult Inc (CIC). 

"Ini [data dari CIC] tidak resmi. Kami tidak mengeluarkan ini. Jangan-jangan mereka mengambil ini dari lantai tiga. Tapi tunggu sebentar, saya akan minta anak buah saya memfotokopi ini," ujarnya sambil menelepon seluruh bawahannya yang ada di lantai tiga untuk menghadap. 

Selang 5 menit, para bawahannya datang. 

"Ini ada data yang sangat komplet di CIC yang saya dapat dari [Media Kandidat]. Kan saya sudah bilang tidak boleh dikeluarkan data komplet dengan alamatnya. Siapa yang berani mengeluarkan itu?," ujar Tamba. 

"Tidak berani Pak. Itu data kapan Pak? Kalau yang dulu kan memang pernah dikeluarkan Pak? Dari mana mereka mendapatkannya?" sahut salah satu bawahannya. 

"Dari mana lagi? Ini kan data kita [BKPM] ini. Persis sama, sampai kepada data pemegang sahamnya. Kalau begitu panggil CIC-nya," perintah Tamba pada anak buahnya itu. Saya memilih pamit. 

Data Sekunder 

Bermodal data sekunder, yang disebut Tamba sebagai "data kita" itu, saya mengunjungi sejumlah alamat perusahaan yang proyeknya telah mendapatkan persetujuan tetap dari BKPM. 

Selain PT Karawang Ekawana Sukses, pada Jalan Johar, Menteng, juga terdapat PT Putra Adil Laksana. Perusahaan yang terakhir ini beralamat di Jalan Johar No. 2 D-E, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. 

Dilihat dari alamatnya, kedua perusahaan ini mestinya bertetangga, tetapi saya tidak menemukan perusahaan bernama Putra Adil Laksana pada alamat yang dimaksud. 

Putra Adil Laksana berencana menginvestasikan dana senilai Rp17,13 triliun. Dana itu juga akan digunakan untuk memproduksi 2 juta ton bubur kertas (pulp), 186.250 ton natrium hidroksida, 133.475 ton klorin, 185.250 ton asam klorida, dan 18.500 ton sulfur dioksida. Proyek itu pun diperkirakan akan menyerap 15.120 tenaga kerja. 

Jadi, mereka memiliki alamat yang saling berdekatan dan rencana yang mirip, dengan jumlah investasi yang sama hingga ke digit terakhir nilai rupiahnya. Bedanya, Putra Adil Laksana akan berinvestasi di Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. 

Masih dari data yang sama, PT Tranindo Sinar Utama yang disebutkan beralamat di Komplek Grogol Permai B No. 20-23 RT001/RW.007, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, juga memiliki rencana investasi yang mirip dengan Karawang Ekawana Sukses dan Putra Adil Laksana. 

Perbedaannya hanya pada lokasi pendirian pabrik. Tranindo Sinar Utama rencananya akan melakukan kegiatan produksinya di Kapuas, Kalimantan Tengah.

"Nama perusahaan-perusahaan itu kan tentatif. Bisa berubah pada saat didaftarkan Depkumham [Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia], jadi alamatnya juga tentatif. Mereka mungkin nantinya mau beli kantor, untuk itu mereka harus mendapatkan izin dulu," ujar Kepala BKPM M. Lutfi, saat dikonfirmasi Rabu lalu. 

Dia juga mengatakan kesamaan rencana investasi pada beberapa perusahaan bukanlah hal yang aneh. "Tidak aneh kalau semuanya persis sama. Harga mesinnya kan sama. Engineering-nya [teknologinya] juga sama, jadi harganya sama. Itu memang ada standarnya. Kami [BKPM] kan punya tabel juga untuk guidance [patokan]," jelasnya. 

Bagian 2 - Tak Tercermin Dalam Roda Ekonomi

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi lokal ataupun asing pada Januari-Oktober 2007 mencapai Rp114,7 triliun, tumbuh 112,95% dari periode sama tahun lalu yang hanya Rp53,86 triliun. 

Rencana investasi juga tumbuh tidak kalah fantastis. Total rencana investasi lokal dan asing tercatat Rp506,31 triliun, naik 92,29% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp263,3 triliun. 

Para ekonom dan pengusaha mengatakan investasi yang terbatas membuat roda perekonomian tidak bisa berputar kencang. "Tidak ada investasi baru dan minimnya perluasan investasi yang sudah ada membuat industri kita tidak dapat tumbuh. Kemungkinan besar investasi hanya terjadi pada sektor pertanian dan sumber daya alam saja, sedangkan untuk sektor industri sangat sulit," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. 

Rombongan pengusaha dari Amerika Serikat yang baru-baru ini sowan ke sejumlah departemen, termasuk Departemen Perindustrian, bahkan mengeluhkan iklim investasi di Indonesia. 

Jadi, siapa saja yang punya rencana ekspansi usaha sehingga data rencana dan realisasi investasi dalam kurun waktu 10 bulan pertama tahun ini masing-masing mencapai Rp114,7 triliun dan Rp506,31 triliun? 

BKPM memang tidak memublikasikan data tersebut, kecuali data alokasi realisasi dan rencana investasi ke setiap sektor industri dan daerah-daerah yang menjadi tujuan investasi. 

Karena itu, bisa dimaklumi kalau Kepala BKPM M. Lutfi pun mempertanyakan sumber data yang saya miliki. Berdasarkan data sekunder dari Laporan Bisnis Indochemical dan Indocommercial PT Capricorn Indonesia Consult Inc (CIC), saya menelusuri keberadaan perusahaan-perusahaan yang menjadi calon investor di industri bubur kertas (pulp) dan biodiesel. 

"Itu tidak di-publish [dipublikasi]. Itu [data CIC] salah. Meskipun itu tidak rahasia, Capricorn tidak dapat menerbitkan itu. Capricorn-nya yang ngaco tuh. Mereka tidak punya hak untuk memublikasikan itu," ujar Lutfi. 

Namun berpegang pada percakapan antara Kepala Biro Perencanaan dan Informasi BKPM Tamba P. Hutapea dan para stafnya, saat saya mendatangi kantornya pada 3 September lalu, dia tidak membantah validitas data CIC tersebut. "Dari mana lagi? Ini kan data kita [BKPM] ini. Persis sama, sampai kepada data pemegang sahamnya," ujar Tamba kepada anak buahnya. 

Komentar itu muncul setelah melihat data CIC yang merinci rencana investasi sejumlah perusahaan, termasuk tiga diantaranya-PT Karawang Ekawana Sukses, PT Putra Adil Laksana, dan PT Tranindo Sinar Utama-yang masing-masing menginvestasikan uang Rp17,1 triliun dengan jenis proyek sama di tiga lokasi berbeda. 

Artinya, total rencana investasi ketiga perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan tetap itu adalah Rp51,3 triliun. 

Wakil Ketua BKPM Yus'an, yang menghubungi [Media Kandidat] kemarin, menjelaskan keberadaan sejumlah perusahaan dengan rencana nilai investasi yang sama itu bisa saja terjadi karena mereka menggunakan konsultan yang sama. Hal itu dimungkinkan, katanya, karena calon investor menginginkan kemudahan berinvestasi di Indonesia. 

Apakah nilai investasi itu kemudian dijumlahkan? "Iya, kalau nama perusahaannya berbeda," ujarnya. 

Tak Tecermin 

Selain mencari tahu rencana investasi tiga perusahaan yang masing-masing akan menganggarkan dana Rp17,1 triliun untuk memproduksi 2 juta ton bubur pulp, 186.250 ton natrium hydroksida, 133.475 ton chlorine, 185.250 ton asam chloride, dan 18.500 ton sulfur dioxide, saya juga menelusuri perusahaan yang akan menanamkan dana mereka pada sektor biodiesel. 

Berdasarkan data yang ada, PT Andalan Energi Jaya, PT Prima Energi Mulia, dan PT Nusantara Inti Semesta, adalah perusahaan-perusahaan yang akan menginvestasikan dana masing-masing Rp231 miliar untuk memproduksi biodiesel dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. 

Ketiganya terletak di kawasan yang sama, yaitu di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Andalan Energi Jaya terletak di Jalan Palembang Nomor 29, Prima Energi Mulia di Jalan Palembang Nomor 33, dan Nusantara Inti Semesta di Jalan Batu Raja Nomor 10, Kebon Melati, Jakarta Pusat. 

Setelah berputar-putar dan tersesat ke perkampungan penduduk, alamat pertama yang saya temukan adalah Jalan Batu Raja Nomor 10, yang seharusnya menjadi tempat berkantornya Nusantara Inti Semesta. 

Di lokasi tersebut berdiri bangunan yang dihuni para petugas penjaga keamanan yang jasanya digunakan oleh berbagai perusahaan maupun perorangan. "Itu kantor SGI, Mbak," ujar seorang tukang ojek yang biasa mangkal di kawasan itu dan mengaku bernama Pak Muh. SGI adalah kependekan dari Security Group Indonesia. Sejumlah ibu rumah tangga yang tengah berkumpul di seberang bangunan itu, juga memberikan penjelasan yang sama. 

Keberadaan Andalan Energi Jaya dan Prima Energi Mulia juga tidak berhasil saya temukan di Jalan Palembang yang disebut sebagai lokasi kedua. Di sepanjang jalan itu, saya hanya menemukan lahan kosong. 

Menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo, kondisi itu menunjukkan mekanisme kontrol dan pengecekan di BKPM sangat lemah. 

Politikus itu, yang juga ekonom dari Indef, pernah melakukan pengecekan ulang terhadap data realisasi investasi BKPM dan membandingkannya dengan pengeluaran investasi pada produk domestik bruto (PDB) serta data neraca pembayaran. 

Namun karena pada PDB terdapat bermacam koreksi, sedangkan pada neraca pembayaran terdapat pos-pos yang belum terinci, Dradjad belum berani menyimpulkan bahwa data BKPM tidak benar. 

"Cuma kalau memang terjadi lonjakan [investasi] sedemikian besar, logikanya ada penggenjotan PDB dari investasi. Logikanya juga pasti ada penambahan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor itu, tapi kok belum tecermin," ujar Dradjad. 

Harus Jelas 

Hikmahanto Juana, pakar hukum dan juga dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan nama perusahaan yang telah mendaftarkan rencana investasi ke BKPM sangat mungkin berubah setelah melalui proses pendaftaran ke Depkumham (Departemen Hukum dan HAM). 

"Tapi kalau soal alamat, sebenarnya tidak boleh sembarangan. Itu kan digunakan untuk mengisi aplikasi dan berbagai formulir di BKPM. Pendaftaran ke BKPM dilakukan pertama kali untuk mendapatkan formalitas dan fasilitas. Memang saya belum pernah mendengar kalau BKPM melakukan site visit," kata Hikmahanto. 

Menurut Ketua BKPM M. Lutfi, perusahaan yang mendaftarkan rencana investasinya di BKPM dapat memakai alamat notaris. "Dia [para investor yang akan melakukan investasi] memang tidak bisa punya HGB [hak guna bangunan]. Jadi alamatnya juga tentu masih tentatif. Kalau untuk investor asing, yang kami pegang adalah paspornya pada saat mereka mengajukan rencana investasi," ujar Lutfi. 

Kalau memang begitu, tidak heran bila penelusurun saya tidak membuahkan hasil. "Kalau pakai data notaris saja, ya repot," kata Dradjad. 
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